PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama ¢ ROMIYASIS.H., MH,
Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

Selanjulnya disabut pihak partama

Mama KATARINA ENDANG SARWESTRI, SH., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGG! JAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak penama, selanjutnya disebul pihak kedua

Pihak perlama bedanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran penanjan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
separtl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capasan kinerja dari perjanjan ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangks pembearian penghargaan dan sanksi.

Cibadak, 15 Januanr 2025,

Pihak Kedus, Fihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPALA KEJAKESAAN NEGERI
JAWA T, KABUPATEN BUKABUMI,

‘____.___-—-.{

KATARINA ENDANG SARWESTRI, S H., MH, ROMIYASI, S5.H., M.H.

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 196%01291994032006  JAKSA MADYA NIP. 197406131893031002



PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuban Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

C. KINERJA UTAMA

Mo
1

. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2,

Memantapkan sistem perlahanan keamanan negara dan  meandorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kraatif.
ekonomi hijau, dan ekonomi biry,

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrasiruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasl olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industriglisasi untuk meningkatkan nilal tambah di

dalam negeri

. Membangun darl desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pamberantasan kemiskinan.

. Memperkua! reformasi  poliik, hukum, dan birokras:, serta memperkuat

pencegahan dan pamberantasan korupst dan narkoba.

. Mempearkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peninghatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur,

Sasaran Strategis Indikator Kinarja Target

Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat o4
Palayanan Publik dan
Penyuluhan Hukum

Meningkatnya Elektivitas | Tingkal Keberhasilan Penanganan | 90%
Penegakan  Hukum  dan Perkara Pidana Umum  yang

Keadilan Melalui | Memanuhi Prinsip Keadilan
Transforrmasi Sistem | Penanganan Seriars Pidana 80%
Penuniulan

Khusus dan TPPU yang Memenunl
Prinsip Keadilan




Mo

N

'No |

1
[2

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
' Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan —
Penyelamatan dan Pemulinan | dan Pemulihan Aset Negara
i “";EIEE”’“'“’“EE” 98N [ Tingkat Penyelesaian Penyelamatan
POrgEI i orogian 1 dan Pangembalian Kerugian Negara 80%:
s Melahi Jalur Pidana dan Perdata |
‘Menguatnya  Tata  Kelola | pjiai Evaluasi Internal SAKIP 76
Organisasi yang Optimal, ———— |
Tmnﬁpﬂmn dan Amnmb&' . Milai I{lnﬂl'ja Angﬁaim |
. Program Anggaran
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 1.612.924 000
' Program Dukungan Manajemen Rp. 8.662.119.000
~ Jumiah Rp. 10.275.043.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negen.

E. KINERJA TAMBAHAN

JAKEA UTAMA MADYA NIP. 106901291084032006

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Tugas Direkliffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi
Cibadak, 15 Januan 2025,
Pihak Kedua. Pihak Pertama,
KEP&LA KEJAKSAAN TINGGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAWA B KABUFATEN SUKABLIMI,
KATARIMA ENI:;ANG. 5 ESTRI, S.H.,, MH. ROMIYASIE, S H., M.H.

JAKSA MADY A NIP. 197406131993031002



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Mama : MUCHLIE NURHAKIM, S.H.

Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMIYASI, SH., MH.

Jabatan ¢ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanjl akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesua
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedus akan melakukan supervisi yang diperiukan serla akan melakukan evaluasi
terhatlap capalan kinerla dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibadak, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KABUPATEN SUKABUMI
S SN
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ROMIYASI S.H., M.H. MUCHLIS NURHAKIM, 3. H.,
JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1 002 JAKSA MUDA NIP. 19720423 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
\ KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

‘AN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2.

rmantapkan sistem perahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, anergi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

- Mamparkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), saing, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industnalisasl untuk meningkalkan nilai tambah di

dalam negeri.

- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratsan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkual reformasi politik, Hukum, dan birokrasi, seéfla memperkual

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, atam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja | Target
1 [Meningkatnya  optimalisasi | Indikalor  Kinenia  Pelaksanaan |

realisasi anggaran kejaksaan | Anggaran (IKPA) an
Rl

2 | Meningkatnya kuantitas dan Perseniase sarana dan prasarana 50
kualtas sarana dan prasarana | sesuai standar kebutuhan
vang mendukung kinerja i
Kejaksaan R

3 | Meningkatnya terib | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan 2.73
penyelenggaraan tata kelola | palaporan Barang Milik Negara




No Sasaran Program I:ldikal:nr Kinerja 1 T.urgnl“i

o T e O Y

4 | Meningkatnya kepuasan | Perseniase kepuasan terhadap
masyarakat terhadap layanan | layanan hukum dari masing-masing 75
hukum | Sather

Mo Program Anggaran

1 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa | Rp. 8.477.119.000
Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejali, Keiar dan
Cabjari

' 2 | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Rp 185.000.000
Prasarana Kejaksaan Rl
' - Jumilah Rp. 8.662.119.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/'Strategl Nasional di Lingkungan Rejaksaan
Republik Indonasia,
2 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3, Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggl.
Cibadak, 15 Januari 2025,
Pihak Kedua, Pihak Partama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PE M
W}Fﬂ SUKABUMI

.H.'Ghll‘l".ﬂ.ﬁl, SH., MH. MUCHLIS NURHAKIM, 5.H.,
JAKSA MADYA NIP. 19740613 198303 1 002 JAKSA MUDA NIP. 19720423 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, iransparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Mama . ABRAM NAM| PUTRA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama r ROMIYASI, S.H., M.H.
Jabatan i KEPALA KEJAKSAAN NEGER| KABLUPATEN SUKABUMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanj akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasdan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinerja dari perjanjilan inl dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibadak, 2 Juni 2025,

5

Pihak Kedua, Pi Periama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
5 N
.'I | : |

ROMIYASI, 5.H., M.H, ABRAM NAMI
JAKSA MADYA NIP, 10740613 199303 1002  JAKSA MUDA NIP.

+ 3.H., M.H.
501 201403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
akonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dar desa dan dari bawah unituk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serla memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

Mo
T

Sasaran Program Indikator Kinerja | Target

Manlngh:almra Penyelesaian | Persentase perkara yanﬁ
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan |

Fidana Umum tlertentu | restoralif 30
berdasarkan keadilan restoratif
2 | Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- i
Perkara Tindak Pidana Umum | Penuntutan
Persentase perkara tindak pidana |
umum yang diproses  hingga T
Penuntutan
Persentase perkara tindak pidana
umum:  yang v krachl  van 75
gewusidezaax (Berkekuatan hukum
| tetap) yang telah dieksekusi
3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan  masyarakat

masyarakal terhadap layanan |terhadap layanan hukum bidang 3.8
hukum bidang tindak pidana | tindak pidana umum
LIFvLErm

No | Program | Anggaran




1 [Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Rp. 47.900.000
Kejaksaan Tinggi i e e
2 |Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan | Rp. 560.730.000
Penuntutan Pada Kejaksaan MNeger/Cabang Kejaksaan
MNegei

3 | Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upata Hukum | Rp. 22.000.000
dan Pelaksaan Eksekusi di Kejaksaan MNegen/Cabang
Kejaksaan Negeri

4 | Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Rp. 10.808.000
Kejaksaan Negeri'Cabang Kejaksaan Megeari
. Jumlah Rp. 641.438.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksl Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotsan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

J. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi,
Ci , = Juni 2025,
Pihak Kedua, k Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SERS TINDAK PIDANA UMLUM
KABUPATEN SUKABUMI

e

acal P

ROMIYASI, S.H., MH, ABRAM MAMI
JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1002 JAKSA MUDA NIP. 1

. S.H., M.H.
01201403 1 004



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini.

Nama : AGUS YULIANA INDRA SANTOSO, S H., MH.
Jabatan . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

selanjutnya disebut pihak partama

MNama : ROMIYASI, S.H.,, M.H,
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABLIMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan larget kinera yang seharusnya sesua
dengan lampiran paranjlan inl, dalam rangka mencapal target kinera jangka menengah
seperti yang lelsh ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagaian pencapaian target kinerja tersabut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinerja dari peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibadak, 15 Januari 2025,
Pihak Kedua, Fihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
TEN SUKABUMI
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ROMIYASI, S.H., M.H. AGUS Y H.,
JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1 002 JAKSA A NIP. 19840706 200812 1 001



2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselarasi Perdumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideoclogi Fancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur.

. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM). sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan indusiriaiisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri,

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokfasi, serda memperkual

penceganan dan pamberantasan korupsi dan narkoba.

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransl antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat 70

Pidana WKorupsi dan TPPU
secara Transparan, Akuntabal
dan Profesional

Persentase perkara lindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada tahap penyealidikan

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada tahap penyidikan




Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah
Tahanan Wilayah Il

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Persenlase Perkara lindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada tahap pra penuntutan
‘Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada lahap penuntutan
Persentase Perkara tindak Pidana
Korupsi dan TPPU yang telah B0
dieksekusi
Persentase pengembalian kerugian
keuangan negara melalul  jalur 85
Pidana Khusus
2 | Meningkatnya Penyelesaian @ Persentase Perkara Tindak Pidana
Penanganan Perkara Tindak @ Khusus (kepabeaan, Cukai dan 70
Pidana Khusus, (Kepabeaan, | Pajak] dan TPPU yang diselesaikan
Cukal dan Pajak) dan TPPU | pada tahap pra penuntutan
ﬁm rgnsp?ran. ﬂkunlﬂm == .F.L.-..Eéﬂ ._I:E;H.-E.E_rm.dﬂ_h ‘Fl'i.ja.ﬂg
RECHERI0R Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan 70
pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan
Persentase Perkara Tindak Pidana
|h’husus (Kepabeaan, Cukai dan 70
Pajak) dan TPPU vyang telah
' dieksekusi
No ~ Program Anggaran
1 | Perkara Tindak Pldana Korupsi dan Pencucian Uang pada | Rp. 92.082.000
Tahap Penyelidkan di Kejaksaan TinggiKejaksaan
NegeriCabang Kejaksaan Negeri
2 |Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada | Rp. 206.000.000
Tahap Penyidikan di  Kejaksaan  TinggiKejaksaan
NegerVCabang Kejaksaan Negeri
'3 | Porkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus | Rp. 251.540.000
Lainnya pada Tahap Pra Penuntulan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah 1l Jawa
Barat
4 | Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak | Rp. 11.080.000

Jumlah

Rp. 560.702.000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Palaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direkiiffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi
Cibadak, 15 Januan 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KABUPATEN SURKABLIMI
s
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ROMIYASL S.H., MH. AGUS YULI INDRA S. S.H., M.H.,

JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1 002 JAKSA MUDSNIP. 19840706 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta baroriantasi pada hasil, yang bertanda langan dibawah ini;

Nama : FAHMI RACHMAN, S.H.
Jabatan . KEPALA SEKS| INTELILIEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : ROMIYASI, S5.H.. M.H.
Jabatan 1 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya saesual
dengan lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targel kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanflan Inl dan akan mengambil tindakan yang
diperukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibadak, 2 Jun| 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI INTELIJEN

KABUPATEN SUKABUMI

ROMIYASI, S.H., M.H. F RACHMAN, 5.H.
JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1002  JAKSA PRATAMA NIP. 19910208 201502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mandorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealil, dan melanjulkan pengembangan infrastrukiur.

. Memperkual pembangufian sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gendar, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negerl.

. Membangun dari desa dan dari bawah uniuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemisknan.

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis deangan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan foleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

5_asamn Program Indikator Kinerja - Target

1

Meningkainya  pelsksanaan | Persentase pelaksanaan operasi
operasi intelijien yang berkaitan | intelijen yang berkaitan dengan
dengan bidang Ideclogi, | bidang Ideologi, Politik, Pertahanan 10
Politik, Pertahanan dan | dan Keamanan

' kemasyarakatan

Keamanan
Meningkainya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi
Operasi Intelijen yang Iinteljen vyang berkaitan dengan 10
berkaitan dengan bidang bidang sosial, budaya dan

| sosial, budaya dan kemasyarakatan




No Sasaran Program [ Indikator Kinerja Target
3 | Meningkalnya  pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operas|
Operasi Intedijen yang | Inteljen vyang berkaitan dengan 10
berkaitan dengan bidang | bidang ekonomi dan keuangan
ekonomi dan keuangan
4 | Meningkatnya kegiatan | Persentase Kegiatan Pengamanan
Pengamanan Pembangunan | Pembangunan Strategis 50
Strategis
5 | Meningkatnya operasi intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi
yang berkaitan dengan | Intefljen yang berkaitan dengan 10
leknalogi informasi  dan | teknologi informasi dan produksi
produksi intelijen inteljen
| 6 | Meningkainya kualitas dan | Persentase lembaga/ pihak yang
kuantitas  penyuluhan dan |diber penyuluhan dan penerangan g5
| penerangan hukum hukum
7 | Meningkainya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku |
|perrang-!w kepentingan | kepentingan  terhadap  layanan 40
terhadap layanan penyuluhan | penyuluhan dan penerangan hukum
. dan penerangan hukum
No Program Anggaran
1 | Pencaria Buron Tindak Pidana/DPO ol Rp. 30.000.000
2 | Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Rp 40.000.000
Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Megeri/Cabang Kejaksaan Nageri
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Rp. 58.008.000
Kejaksaan Tinggi/Keiaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
3 |Kampanye Ant Korupsi di Kejaksaan Tinggi'Kejaksaan | Rp. 20.000.000
Megeri/Cabang Kejaksaan Negeri
4 |Lembaga vang telah diberi Penerangan Hukum pada| Rp. 38.976.000
Kejaksaan Tinggi/Kejaksan MNegeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
§ | Penyuluhan Hukum di Kejakssan TinggiKejaksaan | Rp 52.400.000
Megeri/Cabang Kejaksaan Negen |
Jumiah Rp. 239.384.000 '1

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejakssan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri,



E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Peameriniah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi.
Cibadak, 2 Juni 2025,
Fihak Kadua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI | LIEM

KABUPATEN SUKABUMI

ROMIYASI, S.H., MH. F RACHMAN, S.H.
JAKSA MADYA-NIP. 19740613 199303 1002 JAKSA PRATAMA NIF, 19910208 201502 1 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama : DIMAS SATRIA PUTRA, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama . ROMIYASI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGER| KABUPATEN SUKABUMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Finak pertama baranji akan mewujudkan targeil kinerja yang seharusnys sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperli yeng telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinefja dar perjanjian Inl dan akan mengambll tindakan yang
diperlukan dalam rangka pambearian penghargaan dan sanksi,

Cibadak, 16 Januar 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA
KABURATEN SUKABUMI NEGARA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEFALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2

Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, preslas| olahraga, keselaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

Melanjutkan hilinsasi dan industnalisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratasn ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

Memperkual penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, sera peningkalan loclerans! antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

I Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang ;{]
Penyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalui jalur Litigasi
dan Tata Usaha Negara Persentase perkara Perdata yang
 diselesaikan melalui jalur Non Litigasi 70
Persentase perkara Tata Usaha —
Negara yang diselesaiakan melalul @ 70
jalur Litigasi |
2 Meningkalnya pengembalian @ Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata 75
 melalui jalur perdata |
3 | Meningkainya  pelaksanaan | Jumlah kegiatan  pertimbangan
| kegiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum dan B0
pertimbangan hukurm, | tindakan hukum lain I
pelayanan hukum dan
| tindakan hukum lain
4 | Meningkainya kepuasan | Indeks  kepuasan  masyarakal | |
masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan 4.0
pertimbangan hukum, | tata usaha negara

pelayanan hukum dan
tindakan hukum lain '




No Program Anggaran

1 | Perimbangan Hukum/Pendampingan HukumMBantuan Hukum | Rp.13.200.000
yang dilakukan di Kejaksaan Tinggl'Kejaksaa Neger
2 | Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan | Rp. 24.000.000
Mageri/Cabang Kejaksaan Neger
| 3 | Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di | Rp. 30.000.000
Kejaksaan Tinggi'Kejaksaan Negerl/Cabang Hﬂgﬁan_ _l_*g.lggaii B |

4 | Pangelolaan HALO JPN di Kejaksan Tinggi/Kejaksaa Negeri | Rp, 6.000.000 |
5 | Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan  Rp. 7.200.000 |
Tinggi/Kejaksaan Negeri |
] I Jumiah Rp. 80.400.000 |

S ———————————— T = FTEEEE R R A

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Rapublik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemernntah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifiinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi.
Cibadak, 15 Januar 2025,
Pihak Medua, Pihak Pertama,
KEFALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKS| PERDATA DAMN TATA USAHA
HABLUPATEM SUKABLIMI MEGARA

- ﬁ-ﬁiﬂ!'ﬁ"ﬁﬂl. S.H., M.H. DIMAS SATRIA PUTRA, 5.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 18740613 188303 1 002  JAKSA PRATAMA NIF. 19910506 201502 1 002



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama » PUTRIBUNGSU, 5.H., M.H.
Jabatan - KEPALA SEKS| PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : ROMIYASI], SH., MH.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan larget kinerja yang seharusnya sesuai
dangan lampiran parjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperi yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan targel kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinefia dar pefjanjian ini dan akan mengambll tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanks|.

Cibadak, 15 Januar 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA PA DAN PABE
.ﬁﬁat_; ] IP‘F i.-‘rﬁ,_ﬁ:au KABUMI
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ROMIYASI, S.H., MH. PUTRI U, S.H.. MH.

JAKSA MADYA NIP. 19740613 199303 1 002 JAKSA MUDA NIP. 70607 200912 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseferasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem perahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Maningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mangembangkan industr krealif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memparkuat pembangunan sumiber daya manusia (SDM), saifs. teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirsasi dan industralisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pamberantasan kemiskinan.

. Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sera memparkual

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No | Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Maningkatnya penyaieaaian Fersentase penyelesaian |
penyelamatan dan pemulihan | penyelamatan aset negara 85 |
aset = = -
Persentase penyelesaian pemulihan
| aset negar B5
‘2 | Meningkatrya kepuasan | Indeks  kepuasan  pemangku
pemangku kepantingan | kepentingan terhadap penyelesaian
terhadap penyelesalan | penyelamatan dan pemulihan aset 80
penyelamatan dan pemulihan
aset




No Program Anggaran
1 | Pemeliharaan.  Pemusnshan,  Penyelesaian  Barang | Rp. 91.000.000
BukfiSitaan/Rampasan
Jumiah Rp. 91.000.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksl Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Keajaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksl Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi,
Cibadak, 15 Januari 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA PA DAN PABB
j_F:&TJE,H SUKABUMI

ﬁt:muai S.H., MH,
JAKSA MADYA NIP, 19?'“]51'3 1899303 1 002




